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TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN

TERHADAP PENGGUNA LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN

FADA UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO

KOTA TASIKMALAYA

DIREKTUR UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa adanya maklumat pelayanan dan standar operasional
dan prosedur pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soekardjo wajib memberikan pelayanan sesuai
dengan standar yang ditetapkan;

b. bahwa UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah

dr. Soekardjo penyelenggara pelayanan publik belum
mengatur bentuk dan tata cara pemberian kompensasi
layanan terhadap pengguna layanan yang tidak sesuai
standar pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
keputusan Direktur tentang Pemberian Kompensasi Layanan
terhadap Pengguna Layanan yang Tidak Sesuai Standar
Pelayanan Pada UPTD lOiusus Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4117 );

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
















